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ABSTRAK 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh 

Partai Prima (Partai Rakyat Adil Makmur) terhadap perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 

757/Pdt.G/2022/ PN Jkt Pst. Walaupun pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum 

melakukan banding, namun putusan tersebut perlu dikaji dari sudut pandang hukum 

yang menjadi latar belakang penelitian ini. Hal ini dikarenakan, Pengadilan Negeri 

Jakarta pusat seharusnya menolak perkara tersebut karena bukan ranah 

kompetensinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

kompentesi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perbuatan melawan 

hukum oleh Komisi Pemilihan Umum.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan 

Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang 

berkaitan dengan keuasaan kehakiman, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum. Sedangkan landasan teori yang digunakan adalah teori 

kekuasaan kehakiman, dan teori Siyasah Qadha’iyah. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak 

memiliki kompetensi absolut untuk memutus perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, karena perbuatan 

melawan hukum merupakan sengketa administrasi yang seharusnya menjadi 

kompetensi peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan jika ditinjau melalui perspektif 

sistem peradilan islam, lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara a 

quo adalah Wilayah Mazhalim. Hal ini dikarenakan subjek sengketa, dimana dalam 

perkara a quo adalah antara partai PRIMA sebagai penggugat melawan KPU 

(lembaga negara) sebagai pihak tergugat, dan yang menjadi objek gugatannya adalah 

keputusan yang dikeluarkan oleh KPU tersebut. 

Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Penundaan Pemilu, Siyasah Qadha’iyah 
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MOTTO 

 

“Ketika tidak semua hal bisa kita raih, setidaknya tidak salah untuk berusaha 

mengupayakan. Karena menyerah hari ini, berarti siap untuk menjadi 

pecundang di hari esok” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. 

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa 

Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut: 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 

dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د
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 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يْ.َ..

  Fathah dan wau Au a dan u وْ.َ..

Contoh: 

 kataba  كَتبََ  -
 fa`ala  فعََلَ  -

 suila  سُئِلَ  -

 kaifa  كَيْفَ  -
 haula حَوْلَ  -

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 
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Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ا.َ..ى.َ..

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قيِْلَ  -

 yaqūlu  يَقوُْلُ  -

 

 

 

 

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 
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Contoh: 

طْفاَلِ لَ رَؤْضَةُ ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

رَةُ  -  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْنةَُ الْمُنَوَّ

 talhah   طَلْحَةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  نَزَّ

 al-birr  البِر   -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 
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bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu الْقلَمَُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لُ الْجَلَ  -  al-jalālu 

 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di 

awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

ذُ تأَخُْ  -  ta’khużu 

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna إنَِّ  -

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
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Contoh: 

ازِقيِْنَ  -  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إنَِّ اللهَ فهَُوَ خَيْرُ الرَّ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

اللهِ مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَا بِسْمِ  -   Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ِ الْعاَلمَِيْنَ  -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَمْدُ للهِ رَب 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفوُْر  رَحِيْم   -

ِ ا - مُوْرُ جَمِيْعاًلُ لِِل    Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 
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merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian 

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tanggal 8 Desember 2022,1 Agus Priyono selaku Ketua Umum Dewan 

Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (selanjutnya disebut Partai Prima) 

mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara ini 

bermula dari hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu yang 

dilakukan KPU RI menyatakan bahwa Partai Prima berstatus Tidak Memenuhi 

Syarat (TMS). Akibatnya Partai PRIMA tidak bisa mengikuti tahapan pemilu 

selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 

2024.2 Yang menjadi kontroversial adalah dikabulkannya gugatan tersebut oleh 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan salah satu amar putusan menyatakan 

bahwa pihak tergugat (dalam hal ini KPU), untuk tidak melaksanakan sisa tahapan 

Pemilihan Umum 2024, dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal 

selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.3 Didalam 

menjalankan kompetensinya, terdapat batasan kompetensi yang harus dipatuhi oleh 

lembaga peradilan didalam mengadili suatu perkara, terutama dalam hal ini 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo.  

                                                   
1 https://www.detik.com/bali/berita/d-6598001/gugatan-partai-prima-dikabulkan-pn-jakpus-

ditolak-ptun-bawaslu, diakses pada 10 November 2023. 
2 Ady Supryadi,dkk. “Analisis yuridis kompetensi absolute pengadilan negeri jakarta pusat 

dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh komisi pemilihan umum republik indonesia (studi 

kasus putusan nomor 757/ pdt.g/2022/pn jkt pst)”, Jurnal UnizarLawReview, Volume 6 Issue 1, Juni 

2023, hlm. 99. 
3 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST. 

https://www.detik.com/bali/berita/d-6598001/gugatan-partai-prima-dikabulkan-pn-jakpus-ditolak-ptun-bawaslu
https://www.detik.com/bali/berita/d-6598001/gugatan-partai-prima-dikabulkan-pn-jakpus-ditolak-ptun-bawaslu
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Dalam kasus ini, secara normatif dan teoretis Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat telah mengabaikan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri itu sendiri. 

Secara teoretis, sengketa hasil verifikasi partai politik peserta pemilu merupakan 

ranah kompetensi dari Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat Bawaslu) 

dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara Normatif, jika ditinjau dari segi 

konstitusionalitas putusan a quo bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang 

memberikan amanat agar pemilu diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. 

Ditambah lagi kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Warna Negara 

Indonesia berkaitan dengan hak untuk memilih (right to vote). 

Didalam menyelenggarakan pemerintahan, semua lembaga negara harus 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber 

legitimasi kompetensi didalam menjalankan tugas, maupun mengetahui fungsi dan 

juga kompetensinya. Hal ini untuk menciptakan keteraturan hukum, mencegah 

terjadinya tumpang tindih maupun sengketa kompetensi antara lembaga negara 

yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan Bab IX Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), secara 

tegas dikatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.4 

                                                   
4 Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 
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Lembaga peradilan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam 

mengimplementasikan konsep negara hukum untuk menjamin terwujudnya 

keadilan dalam menegakkan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan 

Kehakiman) lembaga peradilan harus mewujudkan peranan aktual yang berkaitan 

dengan perilaku nyata dari pelaksana peran, yaitu peran penegak hukum yang mana 

perundang-undangan diterapkan oleh satu pihak sedangkan diskresi dalam suatu 

keadaan tertentu dilakukan oleh pihak lain5. Lebih lanjut, di dalam menjalankan 

fungsinya, lembaga peradilan memiliki kompetensi yang disebut dengan 

kompetensi absolut dan juga kompetensi relative. 

Kompetensi absolut ialah kompetensi suatu badan pengadilan untuk 

mengadili suatu perkara menurut materi (obyek)-nya. Dikatakan demikian karena 

hanya dimiliki oleh pengadilan tertentu dan tidak kepada pengadilan yang lain. Hal 

ini sesuai dengan obyek yang dipersengketakan oleh para pihaknya. Sedangkan 

kompetensi relatif ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi 

kompetensinya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa 

suatu sengketa apabila salah satu pihaknya yang bersengketa itu baik sebagai 

penggugat atau tergugat berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi 

                                                   
5 Ady Supryadi,dkk. “Analisis yuridis kompetensi absolute pengadilan negeri jakarta pusat 

dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh komisi pemilihan umum republik indonesia (studi 

kasus putusan nomor 757/ pdt.g/2022/pn jkt pst)”, Jurnal UnizarLawReview, Volume 6 Issue 1, Juni 

2023, hlm. 101. 
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wilayah hukum pengadilan tersebut.6 

Lebih lanjut, kompetensi absolut dapat diartikan sebagai kompetensi 

pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok suatu 

sengketa. Berkenaan dengan kompetensi ini, bisa saja sebuah lembaga peradilan 

(lingkup Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi) untuk menolak suatu 

perkara apabila tidak sesuai dengan kompetensi sebuah pengadilan untuk mengadili 

suatu pokok perkara.7 

Berkenaan dengan hal tersebut, tersebut a quo pertimbangan hukum hakim 

menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat berwenang secara absolut dalam memeriksa 

kasus tersebut. Alasannya adalah obyek sengketa tersebut lebih terletak pada KPU 

tidak melaksanakan sepenuhnya perintah dari amar putusan penyelesaian dari 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tertanggal 4 November 2022. 

Jika ditelaah lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di 

Indonesia, menurut penulis tindakan untuk mengajukan gugatan tersebut tidak tepat 

jika dibawa ke ranah perdata. Hal tersebut dikarenakan Pemilu merupakan ajang 

pesta demokrasi secara ketatanegaraan, artinya pemilu masuk sebagai kategori 

hukum publik dan bukan ranah hukum privat. Pada dasarnya Pengadilan Negeri 

bisa saja menolak perkara ini, dan kemudian melimpahkan kepada Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang 

                                                   
6 Budi Aspani, “Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut 

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004” Jurnal Solusi 16, 

no. 3 (2018),  hlm. 345. 
7 Yodi Martono Wahyunadi, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam 

Konteks Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, Disertasi pada 

Universitas Trisakti, Jakarta, 2016. Hlm. 20 
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Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dapat diartikan bahwa: 

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili persoalan penetapan 

pasangan calon, penetapan dukungan partai politik dan lain sebagainya sepanjang 

dibuat dalam bentuk surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Atau 

melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai amanah Pasal 24C ayat (1) 

UUD 1945 yang menegaskan bahwa: Tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

juga kompetensi Mahkamah Konstitusi, antara lain menguji UU terhadap UUD 

1945, memutus sengketa kompetensi lembaga negara yang kompetensinya 

diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 

perselisihan hasil pemilu.” 

 

Kedua, Salah satu pilar negara demokrasi diantaranya adalah dianutnya 

sistem pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu), baik langsung maupun 

tidak langsung. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian 

bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah 

pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena 

kebijakan negara tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi, negara demokrasi 

adalah yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika 

ditinjau dari sudut organisasi, berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan 

oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan 

rakyat.8 

Sebagai wujud implementasi konseptual ide kedaulatan rakyat, dalam 

sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, 

                                                   
8 Deliar Noer, “Pengantar ke Pemikiran Politik”, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 207. 
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mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan 

fungsi-fungsi kekuasaan.9 Gagasan demokrasi merupakan wujud dari 

ketidakpuasan rakyat terhadap negara-negara yang menjalankan liberalisme dan 

utilitarianisme. Demokrasi merupakan jawaban atau solusi dari keinginan untuk 

menciptakan negara yang tidak berpihak kepada siapapun, tetapi rakyat yang 

menjadi penentu kemajuan suatu bangsa.10  

Di Indonesia, secara konstitusional Pemilu diselenggarakan setiap 5 (lima) 

tahun sekali. Hal tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: 

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil setiap lima tahun sekali.” 

 

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa Pemilu di Indonesia 

diselenggarakan dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Namun di samping memilih jabatan tersebut di atas, Pemilu dewasa ini 

juga menyangkut pemilihan kepala daerah. Memang dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 

1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 

sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis.” 

                                                   
9 Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, Cetakan Kelima, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm. 115-116. 
10 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, “Civic Education: Antara Realitas Politik dan 

Implementasi Hukumnya”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010),  hlm. 184. 
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Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013,11 

penyelenggaran pemilu di Indonesia dilakukan secara serentak. Pemilihan umum 

serentak nasional diantaranya untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil 

Presiden; anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan 

Gubernur, dan Bupati/Walikota. Salah satu instrumen penting didalam 

penyelenggaraan pemilu adalah peserta pemilu, yang tidak lain adalah partai 

politik. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : “Peserta Pemilu adalah partai 

politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD 

kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon 

yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden.”12 Hal ini dikuatkan lagi di dalam pasal 173 ayat (1) 

Undang-Undang No.7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang yang berbunyi : “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai 

politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”.13 Jadi salah satu syarat 

yang harus dipenuhi agar sebuah partai politik bisa mengikuti kontestasi pemilu 

adalah harus lulus verifikasi KPU terlebih dahulu sebelum akhirnya sah untuk 

                                                   
11 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-11/2013. 
12  Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
13 Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 
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ditetapkan menjadi peserta pemilu. 

Dari uraian latar belakang diatas, penulis menjadi tertarik untuk mengkaji 

dan menganalisis lebih lanjut mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Penulis akan menganalis permasalahan tersebut dengan dua pisau analilis, yakni 

melalui konsep kekuasaan kehakiman di Indonesia dan siyasah qadha’iyah dari 

perspektif konsep kekuasaan kehaiman didalam agama islam. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST dalam perspektif kekuasaan 

kehakiman di Indonesia? 

2. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST jika ditinjau melalui perspektif Siyasah 

Qadha’iyah? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah sebagai 

berikut, yaitu: 

a) Untuk menguraikan kompetensi yang dimiliki Pengadilan 

Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku di Indonesia dan mengetahui apakah  Pengadilan Negeri 

memiliki kompetensi untuk melakukan penundaan Pemilu 

b) Untuk menguraikan status putusan a quo melalui perspektif 

siyasah qadha’iyah, terutama lembaga peradilan islam mana 

yang memiliki kompetensi untuk mengadili. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan adalah manfaat dari penelitian yang meliputi aspek: 

a) Secara teoritis 

Secara teoritis pembahasan yang akan penulis paparkan 

diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan pengertian bagi 

pembaca mengenai kompetensi yang dimiliki Pengadilan Negeri 

dalam konsep kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sehingga 

skripsi yang penulis susun dapat memperkaya khasanah 

keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum, menambah dan 

melengkapi koleksi karya ilmiyah dalam dunia pendidikan, 

sekaligus memberikan kontribusi pemikiran dalam mengangkat 

isu ketatanegaraan. 

b) Secara praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini semoga dapat berguna dan 

bermanfaat bagi semua orang, terutama para Praktisi maupun 

akademisi di bidang hukum. Dan menjadi tambahan referensi 
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bagi para penegak hukum didalam menjalankan fungsi dan 

kompetensinya agar lebih memperhatikan lagi terkait fungsi dan 

kompetensi yang dimiliki didalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. 

c) Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar S-1 

(Strata satu) dalam Program Studi hukum Tata Negara 

(Siyasah). 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian yang hendak penulis kaji merupakan penelitian berbasis data 

pustaka (library research). Dengan demikian, penulis melakukan telaah pustaka 

(literature review) terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang menguraikan topik 

dan tema pembahasan serupa seperti yang sedang dikaji oleh penulis. Telaah 

pustaka ini berfungsi untuk mencari pembedaan (gap research) serta kebaruan 

gagasan, hal ini penting untuk mencegah tidak terjadi pengulangan penelitian. 

Dalam menganalisis apakah Pengadilan Negeri memiliki kompetensi untuk 

melakukan penundaan pemilu, penulis menggunakan beberapa rujukan sebagai 

berikut: 

Pertama, skripsi berjudul “Analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 

2001 Dan Siyasah Qadha’iyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 
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No.9/P/Pw/2018/Ptun.Sby Tentang Penyalahgunaan Kompetensi”14. Penelitian ini 

menganilisis Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY menggunakan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 dan juga melalui perspektif Siyasah Qadha'iyah. Penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan 

Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY mengalami 

ketidakpastian hukum, yang diakibatkan oleh tidak adanya keharmonisasian 

diantara Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintah. Sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

No.9/P/PW/PTUN.SBY yang dianalisis menggunakan Siyasah Qada’iyah, 

memunculkan hasil bahwa putusan tersebut tidak dapat dibatalkan karena putusan 

tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

manapun. 

Perbedaan skripsi tersebut dengan yang akan penulis teliti adalah pada 

objek putusannya, dimana pada penelitian tersebut yang diteliti adalah Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/PTUN.SBY, sedangkan yang akan 

                                                   
14 Anita Firdaus, “Analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dan Siyasah 

Qadha’iyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/Pw/2018/Ptun.Sby Tentang 

Penyalahgunaan Kompetensi” Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2020. 
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penulis teliti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST. Dan juga pada Undang-Undang yang akan 

dipakai sebagai pisau analisis, dimana dalam skripsi tersebut menggunakan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, sedangkan penulis akan menggunakan Undang-undang nomor 48 tahun 

2009 tentang kekuasaan kehakiman. Persamaannya adalah dimana objek penelitian 

sama-sama putusan pengadilan, yang dianalisis menggunakan undang-undang yang 

berlaku di Indonesia dan juga melalui perspektif Siyasah Qada’iyah. 

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian 

Fajar, dan Rozin Falih Alify dengan judul "Konstitusionalitas Penundaan 

Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024"15. Penelitian ini berbentuk yuridis 

normatif dengan metode deskriptif-kualitatif. Data dalam penelitian ini diambil 

dengan bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder 

berupa pustaka. Penelitian ini membahas terkait persoalan yang muncul jika 

pelaksanaan Pemilu mengalami penundaan dan sejauh mana benturan terhadap 

konstitusi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemilu merupakan sesuatu yang 

esensial yang mana pelaksanaannya harus digelarkan, jika terjadi penundaan 

Pemilu akan bertentangan dengan Pasal 7 Jo 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara demokrasi, 

maka salah satu indikator dalam negara demokrasi adalah terjadinya rotasi 

                                                   
15 Abdhy Walid Siagian, dkk. "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum 

Tahun 2024", Jurnal Legislatif Vol. 5 no. 2 Juni 2022. 
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kekuasaan yang pelaksanaanya digelar melalui pelaksanaan Pemilu. Artinya, 

konsep demokrasi yang ideal salah satunya haruslah memenuhi prinsip Pemilu 

yang diselenggarakan secara periodik dan adanya rotasi kekuasaan. Hal ini 

kemudian menjadikan isu penundaan Pemilu bertentangan dengan prinsip 

demokrasi. Penelitian ini memiliki kesamaan konsep dengan yang akan penulis 

teliti, yakni terkait dengan konsep penundaan pemilu. Pada penelitian tersebut 

dibahas mengenai sejauh mana konstitusionalitas penundaan pemilu, yang nantinya 

akan penulis elaborasikan lebih lanjut dan menjadikannya tambahan argumen 

terkait dengan amar putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan untuk 

dilaksanakan penundaan pemilu. 

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Yudi Widagdo Harimurti dari 

Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul "Penundaan Pemilihan Umum Dalam 

Perspektif Demokrasi"16. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan 

konseptual (conseptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach) 

serta analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

semestinya Pemilu di Indonesia diselenggarakan secara ajeg, kontinyu dan 

temporer, apalagi sistem pemerintahan presidensiil. Konsekuensinya adalah tidak 

ada penundaan Pemilu, mengingat negara tidak dalam keadaan darurat 

(staatsnoodrecht atau noodstaatsrecht).  

                                                   
16 Yudi Widagdo Harimurti "Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi”, 

Jurnal RechtIdee, Vol. 17, No. 1, Juni 2022. 
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Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Ady Supriyadi, dkk yang berjudul 

“Analisis Yuridis Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam 

Memutus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 757/ Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst)”17. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak 

memiliki kompetensi absolut untuk memutus perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, karena perbuatan 

melawan hukum merupakan sengketa administrasi yang seharusnya menjadi 

kompetensi peradilan Tata Usaha Negara. 

Perbedaan yang akan penulis teliti dengan jurnal tersebut, didalam jurnal 

tersebut tidak menggunakan perspektif keislaman yang berkaitan dengan 

pembahasan, dalam hal ini adalah Siyasah Qadha’iyah yang menguraikan 

mengenai konsep kekuasaan kehakiman di dalam islam. Sedangkan nantinya 

penulis akan menganalisis melalui perspektif tersebut sebagai tambahan bahan 

analisis untuk menjawab pokok permasalahan. 

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Ni Kadek Ayu Sri Undari, dan I 

Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati dengan judul “Diskursus Kompetensi 

Pengadilan Negeri dalam Memutus Penundaan Pemilu: Studi Putusan Nomor 

                                                   
17 Ady Supriyadi, dkk “Analisis Yuridis Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

(Studi Kasus Putusan Nomor 757/ Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst”, Jurnal UnizarLawReview, Vol. 6 issue 1, 

Juni 2023. 
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757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst”18. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan secara 

komprehensif ketentuan penundaan pemilu yang dikaji berdasarkan perspektif 

konstitusi dan peraturan perundangundangan turunannya, menyajikan implementasi 

ketentuan tersebut dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst serta mengelaborasi proyeksi implikasi yuridis dan 

politis atas dikeluarkannya putusan tersebut. Metode penelitian normatif digunakan 

untuk mengkaji permasalahan tersebut. tersebut melalui statute, case dan 

conceptual approach terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang kemudian 

disajikan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

yuridis, kompetensi penetapan penundaan pemilu berada pada Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) atau Presiden dengan dasar pertimbangan berupa adanya kerusuhan; 

gangguan keamanan; bencana alam; gangguan lainnya atau terjadinya situasi 

bahaya. Keseluruhan indikator tersebut tidaklah terpenuhi dalam konteks Putusan 

Pengadilan Negeri tersebut yang bahkan sejatinya tidak memiliki kompetensi untuk 

memutus sengketa proses pemilu dan terlebih menetapkan penundaan pemilu. 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Kekuasaan Kehakiman 

Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Bab IX UUD 1945 

menyebutkan bahwa ada tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup 

                                                   
18 Ni Kadek Ayu Sri Undari, dan I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati “Diskursus 

Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Memutus Penundaan Pemilu: Studi Putusan Nomor 

757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 45, No. 1 April 2023. 
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kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi 

(MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya 

MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK yang merupakan 

penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki 

kompetensi tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra-

yudisial Untuk menjalankan fungsinya tersebut Mahkamah Agung selaku 

pemegang kekuasaan kehakiman dibantu oleh badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. 

Dengan demikian pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah 

salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, dan 

hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (independent), netral 

(impartiality), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi 

manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.  

Menurut Bagir Manan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka ini, diantaranya yaitu19 ;  

1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara 

badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan 

untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu;  

2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah 

                                                   
19 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, (Bandung: LPPM Universitas 

Islam Bandung, 1995), hlm 45. 
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penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas;  

3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan 

suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat 

dijalankan dan ditegakkan dengan baik. Kekuasaan kehakiman yang 

merdeka sebagaimana pernyataan Bagir Manan di atas bukan hanya 

dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu membatasi tindakan 

pemerintah agar tidak melampaui undang-undang dan menciptakan 

kebebasan dan kemandirian penyeleggara kekuasaan kehakiman semata, 

akan tetapi hal itu juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan UUD NRI 

1945 dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh dunia 

internasional melalui The Universal Declaration of Human Rights. 

Di dalam menjalankan fungsinya, lembaga peradilan memiliki 

kompetensi yang disebut dengan kompetensi absolut dan juga kompetensi 

relative. kompetensi absolut dapat diartikan sebagai kompetensi pengadilan 

untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok suatu 

sengketa. Berkenaan dengan kompetensi ini, bisa saja sebuah lembaga 

peradilan (lingkup Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi) untuk 

menolak suatu perkara apabila tidak sesuai dengan kompetensi sebuah 

pengadilan untuk mengadili suatu pokok perkara. Singkatnya, semua lembaga 

peradilan sudah ada pembagian terkait sengketa ataupun perkara apa saja yang 

bisa ditangani. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri yang tidak bisa menangani 

obyek sengketa Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Keputusan tata usaha 
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negara (Keputusan TUN), atau suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh 

Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha 

negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi 

Seseorang atau Badan Hukum Perdata,20 dan keputusan TUN yang fiktif 

negatif sebagai mana dimaksud Pasal 3 UU Peratun,21 karena hal tersebut 

merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. 

2. Siyasah Qadha’iyah 

Siyasah al-qadhaiyyah, tersusun dari dua kata, yaitu kata siyasah dan 

kata al-qada’iyah. Kata siyasah secara bahasa berasal dari kata sasa, berarti 

mengatur, mengurus. memerintah, pemerintahan, politik dan pembuatan 

kebijaksanaannya.22 Al-Qaradhawi menyebutkan artinya sebagai 

kepemimpinan. Makna ini ia kutip dari keterangan Ibn Munzir.23 Jadi, kata 

siyasah secara bahasa dipahami sebagai suatu tindakan mengatur, mengurus 

dan memimpin berbagai urusan masyarakat secara bijak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka istilah siyasah dan al-qadha’iyyah 

                                                   
20 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

 
21 Pasal 3 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang 

Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

 
22 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. 2, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3 

 
23 Yusuf Al-Qaradhawi, Pengantar Politik Islam, (Terj: Fu‟ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: 

Pustaka alKautsar, 2019), hlm. 28. 
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merupakan konsep yang ada di dalam hukum Islam. Gabungan dua kata 

tersebut membentuk istilah baru yang biasa disebut siyasah al-qadha’iyah. 

Dalam makna sederhana, siyasah al-qadha’iyyah bisa didefinisikan sebagai 

suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur 

kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan 

kehakiman atau badan peradilan. Siyasah al-qadha’iyah ialah cara-cara yang 

ditetapkan hukum Islam dalam menjalankan fungsi peradilan. Menurut Al 

Yasa’ Abubakar, seperti yang ia kutip dari keterangan Muhammad Iqbal, bahwa 

siyasah al-qadha’iyyah ini dimaknai sebagai peradilan. Dalam kutipan yang 

sama, ia menyebutkan satu ulasan dari al-Mawardi, bahwa ruang lingkup kajian 

fiqh siyasah mencakup pada kebijaksanaan pemerintah mengenai peraturan 

perundang-undangan yang disebut siyasah dusturiyah, ekonomi dan moneter 

yang disebut dengan siyasah maliyah, hukum perang yang disebut siyasah 

harbiyah, administrasi negara disebut siyasah idariyah, dan kajian. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian yuridis-

normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan menggunakan metode 

studi pustaka (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah 

dan mengumpulkan literatur seperti buku, jurnal elektronik maupun cetak, 

penelitian-penelitian dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan 
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kompetensi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri dan juga terkait isu 

penundaan pemilu. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu memberikan petunjuk 

berdasarkan sumber hukum yang berlaku, kemudian menganalisisnya 

dengan tema terkait. Artinya, penelitian ini merupakan suatu proses untuk 

menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dengan upaya menemukan 

aturan hukum, asas, prinsip hukum, maupun doktrin dalam hukum.24 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Peraturan 

Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Undang-Undang 

dilakukakan dengan cara mengkaji semua Undang-Undang yang berkaitan 

dengan isu hukum yang akan penulis diteliti.25 Diantaranya yaitu Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian 

Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan 

Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

                                                   
24 Hardian Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana Law Review”, (Penelitian 

Harapan, 2006), hlm. 50. 

 
25 Johny Ibrahim, “Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: Bayumedia, 

2005),  hlm.249 
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(onrechtmatige Overheidsdaad). 

Pendekatan kasus ini penulis melakukan telaah kasus yang berkaitan 

dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini, kasus yang ditelaah 

merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang 

memiliki karakteristik kekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam 

pendekatan ini yaitu pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu 

keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam 

memecahkan hukum yang dihadapi, peneliti dalam pendekatan kasus ini 

menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST. 

4. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yang akan terbagi 

menjadi dua, yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan 

hukum primer dari penelitian ini meliputi segala produk hukum yang 

berkaitan dengan konsep kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan 

pemilu di Indonesia. Bahan hukum yang mengikat yakni Pancasila (sebagai 

norma dasar) dan peraturan perundang-undangan berupa Undang Undang 

Dasar 1945. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum ini meliputi literatur-

literatur dan data yang diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan 

mencatat berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dari buku, 

jurnal, artikel, berita di media maupun perundang-undang terkait, serta 
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pendapat pakar hukum. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data-data 

dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tetapi kata-kata verbal. 

Analisis data juga dilakukan dengan menelaah untuk kemudian memberikan 

kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan teori-teori yang berkaitan dan 

sudah ada sebelumnya. 

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

Bab I : Berisi latar belakang, pemaparan isu dan penjabaran masalah 

yang kemudian penulis rangkum ke dalam rumusan masalah. Kemudian 

memuat juga tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan skripsi. 

Bab II : Berisi Landasan Teori yang akan penulis gunakan untuk 

menganalisis data penelitian, dalam hal ini penulis akan menggunakan 

Teori Kekuasaan Kehakiman, dan Siyasah Qadha’iyah dari perspektif 

keislaman. 

Bab III : Berisi tentang Putusan Pengadilan Jakarta Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST, terutama amar putusan 

yang memerintahkan penundaan pemilu, serta data-data lain yang mendukung 

penelitian ini. 
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Bab IV : Berisi analisis analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST dalam perspektif kekuasaan kehakiman, 

dan siyasah qadha’iyah. 

Bab V : Berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah 

berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan juga berisi 

jawaban dari rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi dan 

solusi yang penulis berikan terkait hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Penyelesaian sengketa proses pemilu pada dasarnya merupakan ranah 

kompetensi Bawaslu dan PTUN. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Sedangkan penetapan 

atas penundaan pemilu menjadi kompetensi KPU atas usul PPK maupun 

KPU Kabupaten/Kota atau Provinsi; atau dilakukan pula oleh Presiden atas 

usul KPU dalam hal apabila pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% dan 

50% dari jumlah pemilih secara nasional. Penundaan tersebut pun wajib 

memenuhi salah satu persyaratan legalitas penundaan yakni adanya 

kerusuhan; gangguan keamanan; bencana alam; gangguan lainnya; atau 

terjadinya situasi bahaya. Keseluruhan indikator tersebut tidak terpenuhi 

dalam konteks dilakukannya penundaan pemilu 2024 sebagai implikasi 

Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yang sebetulnya telah 

menerobos batasan yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan 

mengadili sengketa proses pemilu. Di samping itu, putusan a quo telah 

menyimpangi hakikat putusan gugatan perdata yang seharusnya berada 

dalam ranah privat, melainkan justru berdampak luas bagi publik berupa 
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penundaan pemilu yang sama sekali bukan merupakan ranah kompetensi 

yang dimilikinya. 

2. Sedangkan jika ditinjau melalui perspektif siyasah qadha’iyah, lembaga 

peradilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara Perbuatan 

Melawan Hukum oleh penguasa adalah wilayah al-mazhalim. Hal ini 

dikarenakan wilayah Mazhalim merupakan lembaga peradilan yang memiliki 

tugas dan kompetensi untuk menyelesaikan penyelewengan yang dilakukan 

oleh pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan 

keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak 

rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM. Dalam konteks 

demikian, meskipun tidak dijelaskan secara secara eksplisit mengenai objek 

sengketa yang dimana hal itu adalah surat keputusan ataupun berita acara 

yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, tetapi bisa dianalogikan dengan 

batas penalaran yang wajar, bahwa produk keputusan yang dikeluarkan oleh 

sebuah lembaga negara tertentu juga merupakan konsekuensi atas sebuah 

pelimpahan kompetensi tertentu. 

B. Saran 

1. Kepada Aparat penegak hukum, terutama dalam hal ini adalah lembaga 

peradilan, hendaknya menganalisis dengan benar terkait perkara yang akan 

diadili, hal ini dikarenakan meskipun lembaga peradilan memiliki tanggung 

jawab untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat, tetapi memiliki 
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batas kompetensinya masing-masing. Meskipun dalam putusan banding 

putusan tersebut dianulir oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan kasasi di 

tingkat Mahkamah Agung ditolak, akan tetapi penting bagi para hakim di 

lembaga peradilan untuk memahami dengan benar terkait kompetensi yang 

dimilikinya, karena asas legalitas dalam menjalankan kompetensinnya 

merupakan pondasi awal yang harus dipenuhi sebelum masuk ke substansi 

perkara yang akan diadili 

2. Kepada masyarakat luas, terutama yang akan mengajukan sebuah gugatan ke 

lembaga peradilan, hendaknya difahami dengan betul terkait perkara yang 

akan diajukan gugatannya. Apakah sengketa yang terjadi menyangkut antara 

individu dengan individu yang lain, atau menyangkut lembaga pemerintah 

maupun pejabat tertentu yang dimana mungkin individu tersebut merasa 

dirugikan atas sebuah keputusan tertentu yang telah dikeluarkan. Karena 

antara ranah hukum privat dengan ranah hukum publik, proses penyelesaian 

perkara nya tentu akan berbeda, terutama lembaga peradilan yang berhak 

untuk mengadili perkara tersebut. 
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